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di Sumatera Selatan ?; dan (3) Bagaimana konsep ideal (ius constituendum) legislasi

peraturan daerah yang mengandung materi muatan pengamalan ajaran agama (M»'

dalam hubungannya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah di Indonesia dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD,
dan DPRD)?.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas dan menemukan konsep
ideal legislasi perda yang bermuatan ajaran Islam sebagai Ius Constituendum; penelitian
dimulai dengan menelaah hukum positif terkait perda yang terdapat di lokasi penelitian
yang dilanjutkan dengan mengeksplorasi fakta empirik legislasi Perda dan muatan
materinya di lokasi penelitian Kerangka teoritik Politik Hukum digunakan peneliti agar
dapat fokus dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu: teori hukum mazhab
historis Friedrich Carl von Savigny, teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip
Selznick, teori pluralisme hukum John Griffiths, teori hirarki aturan hukum Hans
Kelsen, teori Negara hukum, dan teori hukum Islam tentang Negara, tasyri’ dan tagnin.

Regulasi tentang materi muatan Perda pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD,
dan DPRD) belum menjawab kontroversi Perda yang bermuatan materi ajaran Islam.
Peneliti menawarkan teori politik hukum legislasi Perda yang mengandung muatan
materi Islam sebagai teori “jalan tengah” yang dapat menjembatani antara pihak-pihak
yang selama ini resisten dan mendukung pelembagaan ajaran Islam dalam Perda.
Bagaimanapun, Indonesia harus menganut demokrasi yang berketuhanan (theistic

democracy) dan negara hukum yang berketuhanan (divine nomocracy) yang demokratis
sebagaimana telah digariskan oleh para founding Fathers NKRI.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan Perda, dan Materi Muatan Ajaran
Islam.
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precepts of Shari'a (Islamic) invites academic debate among theor

practitioners, whether local regulations are contrary to the Constitution
Constitution or not the political aspect of the law. It is therefore important to
research on: (1) How is the legal political formation of local regulations containing the
substance of the teachings of Islam in South Sumatra?; (2) How is the legal political
substance of Local Regulation containing the substance of the teachings of Islam in
South Sumatra?; and (3) How is the concept of the ideal (ius constituendum) local
regulation legislation that contains the substance of the practice of the teachings of the
religion (Islam) in conjunction with Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of

Legislation and Law No. 23 Year 2014 on Local Government in Indonesia and Law
Number 17 Year 2014 on MD3 (MPR, DPR, DPD and DPRD) ?.

To get the answers to the above problems and found the ideal concept of
legislative regulations which charged the teachings of Islam as lus constituendum ;
research began by studying the positive law related regulations contained in the research
site , followed by exploring the empirical facts legislation regulation and load material
at the sites. Theoretical framework Law Politics researchers used in order to focus and
achieve the set objectives , namely : the theory of the law school of historical Friedrich
Carl von Savigny , the legal theory responsive Philippe Nonet and Philip Selznick , the
theory of legal pluralism John Griffiths , the theory of the hierarchy of rules of law Hans

Kelsen , the theory of the State law , and Islamic legal theory of the State, tasyri ' and
tagnin .

Regulation on the substance of the Regulation on Law No. 12 Year 2011 on the
Establishment of Legislation , Law Number 23 Year 2014 on Local Government and
Law No. 17 of 2014 on MD3 ( MPR , DPR , DPD and DPRD ) have not answered the
controversy Perda uncharged material Islamic teachings . Researchers offer the political
theory of law legislation regulation containing material cargo Islam as the theory of a
"middle way " that can bridge between the parties that have been resistant and supports
the institutionalization of Islam in legislation . However , Indonesian must embrace
demokrasi berketuhanan ( theistic democracy) and negara hukum berketuhanan ( divine
nomocracy ) as outlined by the founding Fathers of NKRI (Indonesian State)

Keywords : Politics of Law, Local Regulation Development, and Material

Contents of Islamic teachings .
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Disebut juga Romano Germanic Legal M
sistem hukum yang berkembang di Eropa ko
Sistem hukum di negara-negara Anglo Saxon yang
menganut aliran frele recht lehre, yaitu hukum tidak
dibatasi oleh undang-undang tertulis
Melampau/penyalahgunaan wewenang

Hukum Tuhan
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Produk aturan hukum bersifat pelaksanaan seperti
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Undang-undang formal, yaitu kelompok norma yang
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Aturan Hukum yang sedang berlaku positif
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Hakim berwenang menafsirkan hukum atau membuat

hukum; disebut juga case law atau Rechtsvinding
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